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ABSTRAK

Kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Permasalahan
yang dikaji terkait dengan Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan
jaminan hak atas tanah milik pihak ketiga,upaya hukum ketika terjadi kredit macet
dan akibat hukumnya bagi pemilik jaminan.dengan tujuan bertujuan mengetahui
palaksanaan, penyelesaian kredit macet dan akibat hukum bagi pihak ketiga
terkait dengan jaminan milik pihak ketiga.

Untuk mengkaji permasalahan diatas penulis menggunakan metode
penelitian Deskriptif yuridis serta menggunakan analisis yang berupa yuridis-
empiris dengan mencari data primer dan sekunder serta melalui riset lapangan
(Field Research) dan riset kepustakaan (Library Research). Penelitian ini
mengambil lokasi penelitian yaitu di PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG..
Sumber data meliputi: (1) Data Primer yaitu dari informan dan responden, (2)
Data Sekunder yaitu Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, data dari PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG. Alat dan
teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) wawancara, (2) dokumen,
dan (3) kepustakaan. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber,
yaitu membandingkan antara sumber data yang berasal dari wawancara dan
sumber data dari dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukan praktek pemberian kredit dengan jaminan
sertifikat hak atas tanah milik pihak ketiga dan terdapat beberapa faktor-faktor
yang dapat menyebabkan kredit macet yaitu beberapa faktor internal bank, Hasil
penelitian ini disimpulkan  bahwa ' praktek . pemberian_ kredit dengan jaminan
sertifikat milik_pihak ketiga tetap mengutamakan pedoman. internal dari pusat.
Akan tetapi dalam hal pelasanaan kredit dengan menggunakan serttifikat pihak
ketiga masih~belum  sesuai dengan' SOP 'yang telah ditentukan ‘masih adanya
ketidakselarasan antara yang telah praktik dan teori yang diberlakukan di PD BPR
BANK BAPAS 69 MAGELANG. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu
untuk menghindari terjadinya sengketa yang berlebihan dan menghalangi proses
ekksekusi ketika terjadi kredit macet dengan jaminan sertifikat milik pihak ketiga,
maka dalam memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur tetap harus melakukan
prosedur pemberian kredit sesuai dengan apa yang telah di tentukan dala SOP
dengan tetap mempertimbangkan penilaian yang seksama terhadap watak,
kemampuan, modal, agunan, pembayaran, dan prospek usaha debitur berdasarkan
prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Kredit Macet, Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah Milik pihak
ketiga
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tentunya membutuhkan

berbagai kebutuhan agar kehidupanya bisa terpenuhi. Kebutuhan ini sangat

beragam, Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan

sekunder, dan kebutuhan tersier. Tidak hanya manusia saja yang perlu adanya

kebutuhan, akan tetapi perusahaan juga perlu adanya kebutuhan untuk

keberlangsungan usahanya. Dengan menghadapi adanya kebutuhan tersebut,

manusia maupun. perusahaan selalu berkeinginan untuk memenuhinya.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan

terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan guna

memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh dari pinjam-meminjam secara

kredit. Manusia maupun perusahaan lebih memilih cara kredit karena

dianggap menguntungkan, pemberi maupun penerima hutang dapat saling

memiliki dan menikmati barang serta dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan disebutkan sebagai

berikut  “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan ang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-



meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga” dengan arti lain kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang
antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka
waktu tertentu dan pengembalian berupa bunga.’ Perjanjian kredit termasuk
kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Bab
X111 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut
KUHPerdata). Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan, pinjam
meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama
pula. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak
yang- memberikan pinjaman adalah pihak ‘yang berpiutang atau kreditur,
sedang pihak yang menerima pinjaman tersebut disebut pihak yang terutang

atau debitur. 2

153.

! Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: Rineka Cipta,2009),hlm.

Z Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013),

him.10-11.



Pada zaman sekarang tentunnya banyak yang menggunakan jasa
lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang mana untuk
memberikan kaem udahan dalam bertransaksi yaitu berupa kredit. Pemberian
kredit didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank atau non bank akan
memberikan kredit kepada debitur apabila pihak bank yakin bahwa debitur
akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka
waktu dan persyaratan yang telah ditentukan serta disetujui oleh kedua belah
pihak. Penyaluran kredit merupakan salah satu core bisnis perbankan,namun
di sisi lain juga dapat mengundang hal-hak yang beresiko tinggi, terutama
monster perbankan yang bernama “kredit macet”. Akibatnya perhatian dari
tenaga para bankir lebih dicurahkan pada ketidakterlaksananya suatu
perjanjian kredit daripada keterlaksanannya.® Maka dari itu salah satu
persyaratan yang sering digunakan bank dalam perjanjian pemberian kredit
adalah jaminan.

Jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dan debitur, dimana
debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan
utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang

* Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Erlangga,2013),hlm.2-3.



debitur.* Jaminan berfungsi sebagai salah satu pengaman dalam pelunasan
kredit bila pihak debitur cidera janji atau wanprestasi sehingga jaminan yang
diberikan mendorong pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi
kredit sesuai dengan perjanjian pemberian kredit dan menggunakan dana
yang diberikan secara baik dan berhati-hati. Jaminan yang diberikan dalam
rangka pemberian kredit dari kreditur kepada debitur sebagai perjanjian
tambahan dalam arti, bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya atau
wanprestasi, maka jaminan akan disita yang kemudian akan dilelang untuk
melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitur. Pada umumnya
jaminan kebendaan merupakan jaminan yang lazim dan dikuasai oleh bank,
karena mengingat hak kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sehingga
bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, jaminan segera dapat
dieksekusi. Jaminan “Kebendaan yang dikenal ~di dalam hukum positif
diantaranya adalah hak tanggungan; hipotik, dan gadai.>

Dalam rumusan Pasal 29 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang

tentang Hak Tanggungan maka Creditverband,Staatsblad dan ketentuan

* Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit.. him,196.

® Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), him. 21.



mengenai Hypotheek sebagai mana tersebut dalam Buku Il Kitab Undang-
undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak
Tanggungan pada hak atas tanah,beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan adanya Undang-Undang Hak
Tanggungan dibentuk sebagai pelaksanaaan dari pasal 51 Undang-Undang
Pokok Agraria.®

Hak Tanggungan adalah suatu hak kebendaan yang harus dibuat
dengan akta otentik dan didaftarkan serta bersifat asessoir dan eksekutorial,
yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran
utang-utangnya yang berobjekkan tanah dengan atau tanpa segala sesuatu
yang ada di atas tanah tersebut, yang memberikan hak prioritas bagi
pemegangnya untuk mendapat pembayaran utang terlebih dahulu daripada
kreditur -meskipun tidak harus yang mendapat pertama yang dapat dieksekusi
melalui pelelangan umum atau bawah -tangan atastagihan-tagihan dari
kreditur pemegang hak tanggungan, dan yang mengikuti benda objek jaminan

ke manapun objek hak tanggungan tersebut dialihkan.” Menurut ketentuan

® Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Tanggungan
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), him.14-15.
” Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Erlangga,2013), him.69



Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan,adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan uang tertentu,yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-
kreditur lain”.

Dari rumusan tersebut Hak Tanggungan tersebut dapat diketahui
bahwa pada dasarnya suatu Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan
pelunasan utang, dengan hak mendahului, dengan objek (jaminan)nya berupa
Hak-hak-Atas Tanah yang diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok
Agraria yang tercantum dalam pasal 25,33 dan 39 diatur dalam Undang-

undang.® Sejalan dalam pasal 25,33 dan 39,dan Pasal 51 Undang-Undang

® Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Tanggungan
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), him.13-14.



Pokok Agraria di atas, dalam Undang-undang Hak Tanggungan ditegaskan
bahwa Hak Tas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak
Milik,Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan (pasal 4), ketiga Hak Atas
Tanah tersebut merupakan objek Hak Tanggungan.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun
1996 tentang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa salah satu yang dapat
menjadi objek Hak Tanggungan antara lain adalah Hak Milik. Sedangkan
subjek Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menentukan
bahwa vyang dapat menjadi subjek hukum dalam pembebanan Hak
Tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan,
pemberi hak tanggungan dapat perorangan atau badan hukum yang
mempunyal kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek
hak-tanggungan.? Tata cara pemberiaan hak tanggungan-diatur dalam Pasal 10
dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, dalam Pasal 10 diatur tentang tata cara pemberian hak
tanggungan secara langsung, sedangkan dalam Pasal 15 diatur tentang

pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan

% H. Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo
Persada), Hal.103



kepada penerima kuasa. Surat Kuasa Membebenkan Hak Tanggungan
(SKMHT) dibuat dengan alasan-alasan, diantaranya adalah pemberi hak
tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris atau PPAT untuk
membuat akta hak tanggungan, hak atas tanah yang menjadi objek hak
tanggungan belum terdaftar atau bersertifikat, atau untuk menjamin kredit-
kredit tertentu yang ditetapkan undang-undang.

BPR BANK BAPAS 69 Magelang mempunyai karakter tersendiri
dengan berbagai bentuk pelayanan keuangan simpan dan pinjam yang
terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dipedesaan diantaranya
dengan menggunakan kredit jaminan Hak Tanggungan. Dalam prakteknya
masyarakat banyak mengajukan kredit dengan jaminan sertifikat untuk modal
usaha,salah satu Produk kredit BPR BAPAS 69 Magelang yaitu kredit umum
dan kredit ‘pegawal. Produk kredit umum -yaitu diperuntukan kepada
masyarakat yang ingin mengajukan kredit-di BAPAS 69 Magelang, baik itu
pembelian motor, pembelian’ rumah, ataupun untuk modal usaha, kredit
umum ini memang di peruntukan untuk pengajuan-pengajuan masyarakat
umum untuk digunakan sebagai modal usaha, dalam hal ini masyarakat

menjaminkan sertifikat Hak Atas Tanah untuk pengajuan kredit bahkan dalam



praktenya ada pula yang menjaminkan Sertifikat Hak Atas Tanah milik orang
lain sebagai jaminan kredit tersebut.™

Maka dari itu, dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan
hak atas tanah milik pihak ketiga memicu terjadinya permasalahan,
diantaranya adalah Debitur Wanprestasi karena berbagai faktor dan Kedua,
Beralihnya Objek Hak Tanggungan karena jual beli, sewa-menyewa,dan
pewarisan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis
penelitian ini berkeinginan melakukan penelitian yang mengambil judul :
“IMPLEMENTASI PEMEBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MILIK PIHAK KETIGA (STUDI
PADA PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak atas tanah
milik pihakketiga di PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG?
2. Apa upaya-hukumnya ketika terjadi kredit-macet serta akibat hukumnya
bagi pemilik jaminan ?
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

10 Wawancara dengan Munadji, Pimpinan Kantor Kas BANK BAPAS 69 MAGELANG
Kec Dukun, Tanggal 02 November 2019.
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Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitan ini
diharapkan memiliki tujuan kemanfaatan. Tujuan Penelitian adalah
operasionalisasi rumusan masalah menjadi penjelasan konkret tentang data
yang dicari dalam penelitian yang berupa pernyataan tentang fakta sehingga
dapat diamati atau dapat diukur*’. Maka berdasarkan rumusan masalah di atas,
tujuan penelitian ini adalah
a. Untuk mengetahui bentuk,isi perjanjian dan prosedur pemberian kredit

dengan jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah milik pihak ketiga di PD
BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG.

b. Untuk mengetahui upaya hukum dan akibat hukumnya bagi pihak
ketiga ketika terjadi kredit macet dengan dengan jaminan Sertifikat Hak
Atas i Tanah milik pihak ketiga diPD BPR BANK BAPAS 69
MAGELANG.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian merupakan abstraksi temuan penelitian yang
diharapkan ~menjadi. manfaat - bagi . perkembangan - ilmu pengetahuan
(teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis).*? Diharapkan dengan
adanya penelitian ini dapat memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis
berkaitan dengan prosedur , upaya hukum dan akibat hukum bagi pihak
ketiga ketika terjadi kredit macet dengan jaminan Sertifikat Hak Atas

Tanah milik pihak ketiga sebagai wujud dari penyelesaian sengketa

" Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, him, 3.

' 1bid
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perdata yang lebih mengutamakan perdamaian, baik bagi penulis sendiri
maupun bagi berbagai pihak yang membaca tulisan ini. Adapun kegunaan
dari penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan informasi tertulis bagi akademisi dalam bidang
hukum perdata berkaitan dengan hukum jaminan, khususnya
dalam pemberian kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Atas
Tanah milik pihak ketiga, sebagai bahan perbandingan bagi para
penulis yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu,
sebagai sumbangan wacana pemikiran hukum positif dalam
bidang hukum perdata.

2. Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
prosedur pemberian kredit jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah
milik pihak ketiga,upaya hukum dan akibat hukumnya bagi pihak
ketiga.

8. Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya
hukum perdata utamanya mengenai jaminan.

b. Kegunaan Praktis
Memberikan kontribusi dan dapat menjadi bahan tambahan
bagi Bank khususnya PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG,
mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jaminan dan hak

tanggungan melalui isi perjanjian yang dilakukan oleh debitur dengan
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kreditur, upaya hukum dan juga akibat hukum bagi pihak lain yang
terdapat dalam perjanjian.
D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada,
maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang
telah ada. Pertama Skripsi karya Meralda Amala Istighfarin,mahasiswa
Universitas Islam Indonesia Skripsi yang berjudul ~Pelaksanaan Perjanjian
Kredit Bagi Para Pihak Dengan Jaminan Tanah Milik Orang Lain”
menjelaskan bagaimana keabsahan perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan
jaminan kredit Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Perbedaan penelitian
yang dilakukan oleh Meralda Amala Istighfarin dengan penulis terletak pada
permasalahan yang dikaji yaitu terkait dengan keabsahan Akta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) sedangkan penulis terkait dengan prosedur serta
upaya hukun dan akibatnya bagi pihak ketiga.*?

Yang kedua Skripsi karya Novi Tantia mahasiswa Universitas Negeri
Semarang dengan judul ” Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak
Tanggungan Di Pd.Bpr Bkk Margadana Kota Tegal” menjelaskan bagaimana
Faktor-faktor apa yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan Hak

tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal dan penyelesaian kredit

3Meralda Amala Istighfarin,”Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bagi Para Pihak Dengan
Jaminan Tanah Milik Orang Lain”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (2018).



13

macet dengan jaminan Hak Tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota
Tegal.*

Jurnal karya Ngadenan, SH.,yang berjudul ”Eksekusi Hak Tanggungan
Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi
Kepentingan Kreditur Di Mungkid” Cabang Pinjaman Bugisan” menjelaskan
Bagaimana eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan
hukum bagi kepentingan Kreditur wanprestasi dan hambatan hambatanya.’®

Dari beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan diatas belum ada yang
mebahas terkait dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat
hak atas tanah milik pihak ketiga serta bgaiamana upaya hukumnya dan juga
akibat hukum bagi pemilik jaminan ketika terjadi kredit macet pada debitur.

E. Kerangka Teori
1. Teori Perjanjian
Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.
Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam
buku. H-yang: mencakup: hubungan jantara.orang dan benda, hubungan
antara orang dan orang. Sedangkan hukum 'yang mengatur hubungan
antara orang.dan-orang diatur dalam buku It tentang perikatan. Perikatan

adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda ‘“verbintenis”.

% Novi Tantia, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Pd.Bpr
Bkk Ma rgadana Kota Tegal”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang (2010).

5 Ngadenan, SH, Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit
Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur Di Mungkid, Jurnal Law reform, Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro (2010).
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Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang
yang lain.*

Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat
berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut
menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan
atau karena Undang-Undang.’” Hubungan hukum yang timbul diantara
pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan
kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu
yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Tiap-tiap
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau
untuk tidak berbuat sesuatu.*®

Berdasarkan penjelasan diatas, perikatan melahirkan “kewajiban”
kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah
satu dari tiga bentuk berikut, yaitu:

a. Untuk memberikan sesuatu;
b. Untuk melakukan sesuatu;
c. Untuk tidak melakukan sesuatu.
Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian yaitu suatu

hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih,yang

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2000), hIm.198.

YSoedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika,
1999), him.313.

830lahudin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Visimedia, 2008), him.15.
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memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan
sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.*®

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji
kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau
lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian
batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata.?

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perjanjian dapat
dirumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal

mengenai harta kekayaan.

. Teori Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak
dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan
pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.
Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa
berkorelasi. dengan: kewajiban pada orang lain.%* Menurut Hans Kelsen
dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa
seseorang bertanggung jawab secara hukum.atas suatu perbuatan tertentu

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia

him. 6.

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Penerbit Alumni, 1986),

“pasal 1313 KUHPerdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

“Yuoky Sarinda, Beberapa Teori Hukum tentang Tanggung Jawab,

https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/

diakses pada tanggal 15 oktober 2019 pukul 21.15 WIB.


https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/
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bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

bertentangan.?

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri
dari:*

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri

b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang
lain;

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak
sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab yang dimkasud atau digunakan oleh penulis dalam
hal ini adalah mengenai tanggung jawab debitur sebagai pemberi Hak

Tanggungan yang berkaitan dengan pelunasan kredit yang telah disepakati.

3. Teori Kredit

“Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law
and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar IImu Hukum Normatif Sebagai IImu
Hukum Deskriptif Empirik, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), him. 81.

Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutagien, Teori Hukum
Murni (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), him. 140.
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Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional
yang berbasis pasar bunga (interest based), sedangkan dalam hukum
perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (financing)
yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun
bagi hasil (profit sharing).?*

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pengertian yang diatur
dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.” Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No 10
Tahun 1998 tersebut memberikan unsur-unsur pokok kredit sebagai
berikut :

a. Adanya kesepakatan pinjam-meminjam;

b. Objeknya adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
uang;

c. Pinjaman tersebut merupakan utang;

d. Dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu;

e. Pembayaran pokok utang disertai bunga pinjaman.

24 Abdul Ghofur Anshori dalam Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan
(Sinar Grafika, Jakarta, 2010), him.264
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Sebelumnya dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar
kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan dapat
dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat
yang disepakati bersama. Di dalam pengertian kredit terkandung dua
aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis ialah
adanya bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang
diterima kreditor sebagai keuntungan. Sedangkan aspek yuridisnya adalah
adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dimana
masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan
secara langsung, vyaitu pihak yang berkelebihan uang disebut pemberi
kredit dan pihak yang membutuhkan uang disebut penerima kredit.
Sehingga bilamana terjadi pemberian kredit berarti pihak yang
berkelebihan uang memberikan uangnya (prestasi) kepada pihak yang
memerlukan uang dan pihak yang memerlukan uang ini berjanji akan
mengembalikan uang tersebut di suatu waktu tertentu di masa yang akan

datang, di sini kemudian terkaitlah-prestasi tersebut.

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank-harus merasa yakin
bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan
tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut
disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai
cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui

prosedur penilaian yang benar dan sunguh-sungguh.



19

4. Teori Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur,
dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam
waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.”
Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi
pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus
dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati hati
dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan
oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga
pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir
barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan
berada pada posist, yang lemah.jika likuiditas/penjualan barang agunan
tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga
keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan
lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan
akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga

keuangan.? Kegunaan jaminan adalah untuk:

% Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, hlm 75.

%6 \Veithzal Rivai, Islamic Finansial Management (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008),
him. 666-667
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a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan
dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar
kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau
proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat
dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat
diperkecil.

c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat
yang telah disetujuhi agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut
menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada
bank.?” Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Jaminan kebendaan

Jaminan  berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak
kebendaan,yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta
kekayaan baik dari debitur kepada pihak Kreditur,apabila debitur yang
bersangkutan cedera janji. Jaminan kebendaan terdiri dari:
a) . Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi:

(1) Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito,

persediaan barang, dan mesin.

(2) Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.

" Rachmadi Usman, Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia (Jakarta: Gremedia
pustaka Utama,2003), him.286.
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b) Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang
atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak
lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar
kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak
tagihnya.

2. Jaminan penanggungan
Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh
perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang
menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak
kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera
janji.Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi
dan badan hukum

5. TeoriP
F. Metode Penelitian
Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yuridis serta menggunakan
analisis yang berupa yuridis-empiris dengan mencari data primer dan
sekunder serta melalui riset lapangan (Field Research) dan riset kepustakaan
(Library Research). Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukkan adalah Penelitian Lapangan (Field
Research) vyaitu Penelitian terhadap Implementasi Pemberian Kredit
Dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah Milik Pihak Ketiga pada PD
BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG.

2. Sifat Penelitian
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Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu menggambarkan semua
gejala dan fakta di lapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua
gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian

kemudian disesuaikan dengan keadaan di lapangan.?

. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-

empiris, yaitu suatu penelitian yang menyangkut peraturan yang

digunakaan dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Sertifikat

Hak Atas Tanah milik pihak ketiga.

. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan PD BPR BANK BAPAS 69

MAGELANG sebagai lokasi penelitian.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.? Data
primer dalam-penelitian ini digunakan untuk menentukan pemahaman
yang jelas dari_hasil penelitian di lapangan secara langsung Untuk
memperoleh data primer yang dapat mendukung penulisan skripsi
dengan dilakukan wawancara.

b. Data Sekunder

287ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him, 105-106.

2bid, him, 47.
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Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki

otoritas (autoritatif).*® Bahan hukum primer yang akan digunakan

oleh penulis meliputi:

(@) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

(b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan.

(c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan..

(d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis yakni

hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, internet, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis memilih ‘'menggunakan teknik-pengumpulan data sebagai

berikut:

(a) Wawancara

Yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan
dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Untuk
memperoleh data primer yang dapat mendukung penulisan

skripsi dengan dilakukan wawancara secara mendalam (in dept

%50erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

1986), him. 12.
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interviewing).®* Responden yang akan penyusun wawancarai
antara lain diantaranya adalah pegawai dan Nasabah PD BPR
BANK BAPAS 69 MAGELANG

(b) Observasi
Teknik pengumpulan data melalui observasi, yaitu penyusun
mengamati secara langsung terhadap gejala yang diteliti
berkaitan dengan situasi yang ada. Teknik observasi sangat
mengandalkan indera manusia brupa pengelihatan dan
pendengaran untuk menangkap gejala yang diamati.*?

(c) Kepustakaan dan Studi Dokumentasi
Yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan
seperti: buku, peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana,
bahan-bahan kuliah lainnya dan internet yang berhubungan
dengan penelitian ini.

6. Teknik Sampling
Sampling * dalam’ “‘penelitian ' empirik” “diartikan sebagai proses
pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep
sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam
penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik

populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu

$1Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm, 59.

%2Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), him.70.
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populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena
sosial. Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.®* Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik
sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan
snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel
sumber data dengan pertimbangan tertentu, Snowball sampling adalah
teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya
sedikit, lama-lama menjadi besar.

Dalam Penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling.
Peneliti mengambil kasus yang berada di kantor kas dukun sebagai objek
penelitian: karena kasus ‘tersebut: dirasa: mampu ' mewakili karakteristik
populasi 'yang diinginkan. Penggunaan purposive sampling dalam
penelitian -ini yaltu ‘bertujuan” untuk dapat “mengetahui bagaimana
implementasi pemberian kredit dengan jaminan sertifikat milik pihak

ketiga pad PD BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG.

%Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alvabeta,
2009), hal. 80
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7. Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis
secara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini penulis
akan melakukan analisis secara kualitatif terhadap data primer maupun
data sekunder,Kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian secara
sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data
selanjutnya semua data diselesaikan dan diolah kemudian dinyatakan
secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan
dasar hukumnya juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan
yang dimaksud.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan
aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis mempersiapkan
kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini,

terdiri.dari;

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan dengan tujuan untuk
memberikan gambaran secara keseluruhan. Bab ini berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang konsep perjanjian, tanggung jawab,

kredit dan jaminan. Pada bab kedua ini dimulai dengan penjelasan
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mengenai  pengertian  perjanjian, macam-macam perjanjian, asas
perjanjian, pengertian kredit, pengertian jaminan, serta hak tanggungan.
Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum tentang PD BPR

BANK BAPAS 69 Magelang.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam
bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum pelaksanaan pemberian
kredit,upaya hukum dan akibat hukumnya bagi pemilik jaminan asli ketika
terjadi kredit macet dengan jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah milik Pihak

ketiga.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan

saran serta daftar pustaka.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya diatas, penulis
dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi atau pelaksanaan Pemberian
Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah Milik Pihak Ketiga di PD
BPR BANK BAPAS 69 Magelang tidak jauh berbeda dengan perjanjian
kredit pada umumnya dengan memperhatikan ketentuan dan syarat yang
berlaku pada PD BPR BANK BAPAS 69 Magelang diantaranya adalah
1. Secara umum proses pemberian kredit dan pelaksananya PD BPR BANK
BAPAS 69 Magelang sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian
syahnya perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer juga asas-asas dalam
perjanjian dengan mempertimbangakan SOP dan Undang-undang yang
berlaku diperbankan akan tetapi masih adanya ketidakselarasan
pelaksanaan terkait dengan pemberian kredit dengan jaminn pihak ketiga
diantaranya adalah ketika dalam pemberian-kredit adanya faktor internal
dari bank ' dalam  penilaian—untuk memberikan kredit dengan
mengecualikan beberapa ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-
undang dan SOP pada PD BPR BANK BAPAS 69 Magelang yang mana
akibatnya perjanjian yang telah dibuat menjadi tidak sempurna dan
susahnya dalam eksekusi jaminan ketika terjadi sengketa.
2. Syarat dalam pengajuan kredit pada PD BPR BANK BAPAS 69

Magelang yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus

84
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3. dipenuhi hanya saja ketika pengajuan dengan sertifikat milik pihak ketiga
adanya dokumen tambahan yang berkaitan dengan pihak ketiga sebagai
contoh adalah Kartu Keluarga dari pihak ketiga tersebut dan yang paling
utama adanya surat kerelaan dari pihak ketiga yang mempunyai jaminan
tersebut.

4. Akibat hukum bagi pihak ketika dalam perjanjian kredit macet yang
menggunakan jaminan sertifikat milik pihak ketiga maka yang jelas
objek jaminan harus dikosongkan karena dalam hal tersebut sama halnya
yang berstatus menjaminkan milik sendiri atau secara tidak langsung
dalam hal ini pihak ketiga pemilik jaminan adalah berkedudukan sebagai
debitur dalam hal objek jaminan karena sebelumnya dalam perjanjian
kredit pemilik jaminan sudah menyatakan dan sepakat merelakan objek
jaminan sebagai jaminan debitur untuk mengajukan pinjaman dengan
menandatangin surat kerelaan tersebut yang dibuat dihadapan notaris
dengsn segala resiko yang terjadi, apabila pemilik jaminan tidak sepakat
dengan ketentuan-bhank ketika terjadi kredit macet, sebagai contoh akan
dilelang atau dipindahtangankan-maka tidak bisa berbuat upaya hukum
apapun atau untuk menggugat siapapun karena memang dalam perjanjian
tersebut sudah terdapat surat kerelaan yang mana juga mengetahui
pasangannya sehingga dalam hal ini ketika ada debitur menjaminkan
dengan menggunakan sertifikat milik pihak ketiga maka harus terlampir
surat kerelaan tersebut dalam perjanjian kredit karena menjadi bentuk

bukti otentik bahwa pemilik jaminan telah sepakat dan rela sertifikatnya



86

untuk dijaminkan dan dalam penandatangan perjanjian hutang piutang
pihak ketiga juga datang dan bertanda tangan maka secara sadar dan
mengetahui bahwa sertifikat miliknya menjadi jaminan.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan pelaksanaan pemberian kredit
dengan jaminan sertifikat pihak ketiga pada dasarnya sama dengan perjanjian
hutang piutang biasa hanya saja pada ada ketentun yang berbeda terkait
dengan dokumen yang harus diserahkan diantaranya adalah surat kerelaan
untuk dijaminkan tersebut dan akibat hukumnya bagi pihak ketiga dalam
perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat milik pihak ketiga tersebut ketika
terjadi wanprestasi atau sengketa yang berhubungan dengan objek jaminan
maka harus menerima segala resiko yang terjadi karena dalam hal ini pihak
ketiga telah sepakat dan bertadna tangan merelakan sertifikat atau objeknya
untuk dijaminkan dengan bukti surat kerelaan. Akan tetapi masih adanya
ketidak selarasan pelaksanaan terkait dengan pemberian kredit dengan jaminn
pihak ketiga diantaranya adalah ketika dalam pemberian kredit adanya faktor
internal “dari. bank dalam " penilaian’ untuk -memberikan kredit dengan
mengecualikan beberapa ketentuan yang sudah diatur dalam-Undang-undang
dan SOP pada PD BPR BANK BAPAS 69 Magelang yang mana akibatnya
perjanian yang telah dibuat menjadi tidak sempurna dan susahnya dalam

eksekusi jaminan ketika terjadi sengketa.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan tsebagai
berikut
1. Saran untuk pihak Bank BPR BANK BAPAS 69 MAGELANG.

a. Sebaiknya pihak kreditur tetap harus melakukan penilaian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembayaran,
dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C° , 7P’ maupun
3R’.

b. Untuk memberikan pengarahan terhadap pegawai untuk tetap
menerapkan prosedur yang sudah ditentukan.

c. Dengan adanya pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan
sertifikat pihak ketiga sebaiknya pihak bank lebih menerapkan
prinsip kehati-hatian dengan menambah syarat dokumen yang
menyangkut pihak ketiga.

d. Dalam pelaksaan pemberian kredit pegawai tetap harus berpedoman
terhadap - SOP ‘'yang ' diberlakukan - olen pusat tidak hanya
mengutamakan prinsip kepercayaan saja

e. Demi terlaksananya kepastian hukum_maka pihak bank sebaiknya
membuat perjanjian yang lebih dengan pihak ketiga tidak hanya
melampirkan surat kerelaan saja, agar ketika terjadi wanprestasi atau
sengketa mudah dibuktikan.

2. Saran untuk Nasabah



88

a. Kredit yang diberikan pihak bank sebaiknya digunakan sepenuhnya
oleh debitur sebagai modal usaha, dan membuat perencanaan dengan
baik sehingga dapat mengantisipasi segala resiko yang mungkin
terjadi dikemudian hari.

b. Dalam melakukkan pinjaman sebaiknya dengan itikad yang baik dan
bertanggungjawab dengan mempertimbangkan kemampuan dan
kemanfaatan baik bagi diri sendiri maupun piha ketiga.

c. Apabila nasabah menggunakan jaminan yang bukan milik sendiri
untuk tetap patuh terhadap perjanjian yang sudah dituangkan dalam
perjanjian utang piutang dengan syarat dokumen yang sudah ada
agar tida terjadi kesalahpahaman ketika terjadi sengketa objek

jaminan.
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